
 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No.362 , 201 8 BNN. Grand Design Badan Narkotika Nasional 

2018 ð 2045 .  
 

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 4 TAHUN 2018  

TENTANG  

GRAND DESIGN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018 -2045  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA BADAN NA RKOTIKA NASIONAL,  

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor 

narkotika untuk mewujudkan pembangunan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang -Und ang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

  b.  bahwa untuk mengantisipasi perkembangan potensi 

ancaman kejahatan narkotika dan prekursor narkotika 

yang semakin kompleks, dibutuhkan profil Badan 

Narkotika Nasional yang ideal dalam melaksanakan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 

sampai pada tahun 2045 ; 

  c. bahwa untuk mewujudkan profil Badan Narkotika 

Nasional yang ideal dibutuhkan upaya penguatan 

kapasitas baik aspek sumber daya manusia, s arana 

prasarana, sistem, teknologi, dan anggaran yang 

memadai;  
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  d.  bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum dalam rangka mewujudkan profil Badan 

Narkotika Nasional yang ideal , diperlukan pengaturan 

tentang Grand Design  Badan Narkotika Nas ional 2018 ð 

2045;  

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional 

tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018 ð 

2045 ; 

 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062) ; 

  2.  Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan 

(Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) ; 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indone sia 

Tahun 20 13  Nomor  96 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5419 ); 

  4.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional ; 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 87  Tahun 201 4 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang  Nomor 12  Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

201 4 Nomor 199) ; 

  6.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16  

Tahun 201 4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Ne gara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085);  
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  7.  Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasiona l 

Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1941 ); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG 

GRAND DESIGN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018 - 2045 . 

 

Pasal 1  

Grand Design  Badan Narkotika Nasional 2018 ð 2045 

merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang 

berfokus pada upaya penguatan kapasitas institusi untuk 

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika.  

 

Pasal 2  

Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018 ð 2045 sebagai 

pedoman atau rujukan penyusunan arah kebijakan dalam 

dokumen perencanaan jangka menengah untuk merespon 

perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkotika 

dan prekursor narkotika.  

 

Pasal 3  

Dokumen Grand design Badan Narkotika Nasional 2018 ð 

2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini.  

 

Pasal 4  

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangka n.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 28 Februari 2018  

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

     ttd  

 

   BUDI WASESO  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 9 Maret 2018  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

  ttd  

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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LAMPIRAN  

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 4 TAHUN  2018  2016  

TENTANG  

GRAND DESIGN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

201 8-2045  

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Pada masa kini dan masa yang akan datang, kejahatan narkoba akan 

tetap menjadi salah satu problematika kemanusian yang di namis, bersifat 

laten, dan bersifat lintas negara. Beragam motif ditengarai sebagai latar 

belakang òsustainability ó kejahatan narkotika, bukan hanya bermotif 

kepentingan ekonomi atau bisnis, namun juga ditengarai memiliki motif 

kepentingan politik, dan ber muatan motif òimperialismeó atau menjadi 

instrumen proxy war . 

Berdasarkan sejarah panjang kejahatan Narkoba, harus dipahami 

bersama bahwa kejahatan Narkoba merupakan salah satu tantangan dan 

permasalahan yang selalu mengiringi perkembangan peradaban manusi a 

dari zaman ke zaman. Artinya, problematika kejahatan Narkoba tidak 

akan pernah diberhentikan dan tidak akan dapat diselesaikan secara 

tuntas. Terkait dengan fenomena laten kejahatan narkotika tersebut 

diperlukan upaya -upaya penanganan yang serius, kompre hensif dan 

bersifat òsustainability ó supaya kejahatan narkotika tidak berkembang 

semakin agresif dan semakin mendestruksi tatanan kehidupan sosial 

kemasyarakatan, mereduksi produktifitas manusia, dan menghancurkan 

sendi -sendi sistem ketahanan nasional atau  eksistensi negara.  

Dalam menghadapi perkembangan, progresifitas dan karakteristik 

kejahatan narkotika, target yang paling rasional sesuai dengan kondisi 

dan kapasitas nasional adalah mengantisipasi dan memitigasi dampak 

kejahatan narkotika supaya perkemb angan kejahatan narkotika tetap 

dalam kondisi terkontrol serta dampak buruknya masih dapat ditangani 

sehingga tidak mengganggu agenda dan tujuan pembangunan nasional.  



201 8, No. 362  -6- 

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang 

dibentuk berdasarkan Perat uran Presiden Nomor 23 Tahun 2010 

diberikan mandat untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Sesuai mandatnya, BNN 

berupaya mengemban mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab 

dan bukan hanya fokus pada p ermasalahan yang terjadi pada masa kini, 

melainkan juga berorientasi untuk mengantisipasi potensi ancaman 

kejahatan narkoba di masa depan sebagai dampak ikutan dari fenomena 

perkembangan megatrend global yang sangat cepat pada 20 atau 30 

tahun yang akan da tang.  

Berdasarkan kompleksitas dan area tugas yang harus diemban baik pada 

masa kini dan masa mendatang, BNN secara institusional membutuhkan 

upaya penguatan kapasitas baik aspek sumber daya manusia, sarana 

prasarana, sistem, teknologi, dan pembiayaan. Se lama ini pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) 

belum bisa dilaksanakan secara optimal dan belum mampu menjangkau 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan potensi ancaman kejahatan 

narkoba yang akan terjadi di masa depan dan mewujudkan profil institusi 

BNN yang mampu mengadaptasi dan mengantisipasi perkembangan 

potensi ancaman kejahatan Narkoba yang semakin kompleks, BNN perlu 

menginisiasi grand design jangka panjan g sampai tahun 2045 yang telah 

dikonfirmasi dengan berbagai isu eksternal dan internal.  

 

B.  MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT  

Maksud penyusunan Grand Design BNN adalah tersedianya dokumen 

perencanaan jangka panjang BNN yang berfokus pada upaya penguatan 

kapasitas  institusional untuk merespon perkembangan potensi ancaman 

kejahatan narkoba di tengah perubahan megatrend global yang sangat 

cepat.  

Sedangkan tujuan penyusunan Grand Design BNN adalah untuk menjadi 

acuan atau rujukan arah dan kebijakan jangka menengah BN N terkait 

agenda penguatan institusional dalam rangka merespon perubahan 

lingkungan strategis ancaman kejahatan narkoba.  

Selanjutnya manfaat penyusunan Grand Design BNN adalah untuk 

menciptakan kesinambungan agenda -agenda penguatan profil 

institusional BN N sehingga terwujud institusi BNN yang ideal dalam 
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mengemban mandat konstitusi dan berkemampuan menghadapi berbagai 

perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba yang terjadi saat ini 

sampai pada tahun 2045.  

 

C. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup Grand Design BNN terdiri dari:  

1.  Kondisi lingkungan (ekologi) narkoba yang terjadi masa kini dan 

mendatang baik lingkungan makro, meso, dan mikro.  

2.  Penguatan institusional atau profil BNN masa depan yang mencakup 

komponen kelembagaan, infrastruktur, pengawasan internal dan 

pelayanan publik.  

 

D.  METODOLOGI  

Metodologi penyusunan Grand Design BNN adalah dengan mengunakan 

analisa deskritif kualitatif maupun kuantitatif melalui sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder diambil melalui 

berbagai macam lite ratur maupun referensi, antara lain melalui web -

based research , media cetak, dokumen berupa peraturan perundang -

undangan dan lain -lainnya, laporan BNN, laporan hasil survey dan buku 

lainnya. Sedangkan data primer diambil melalui wawancara, focus group 

disc ussion  (FGD) dengan para ahli/pakar yang selama ini menjadi 

pemerhati masalah narkotika serta penggiat narkoba), Observasi dan 

Survei (dengan Kuesioner).  
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BAB II  

LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI MASA KINI  

DAN MENDATANG  

 

A. LINGKUNGAN MAKRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Makro menggambarkan kondisi lingkungan dalam cakupan 

yang luas dengan aktor -aktor besar yang mempengaruhi kondisi tersebut. 

Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam lingkungan makro adalah:  

1.  Teknologi Biokimia dan Biomedis  

2.  Teknologi In formasi  

3.  Demografi dan Ekonomi  

4.  Sosial Budaya  

5.  Hukum dan Politik  

6.  Pembangunan Infrastruktur  

7.  Internasional dan Geopolitik  

Faktor -faktor tersebut di atas merupakan hasil temuan dari telaah 

dokumen, observasi, dan diskusi yang kami adakan sebagai bagian dari 

Meto dologi penelitian dalam perumumusan kebijakan BNN 2018 -2045.  

 

1.  Teknologi Biokimia dan Biomedis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan NPS di dunia menciptakan celah bagi kejahatan 
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dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh 

hukum. Terjadi peningkatan yang s ignifikan terhadap jumlah zat 

psikoaktif baru yang ditemukan setiap tahun di dunia. Data yang 

tercatat oleh UNODC ada 739 jenis zat psikoaktif baru (NPS) yang 

beredar di seluruh dunia. Namun, yang masuk dalam hukum 

ketentuan hukum sebanyak 60 NPS. Itu mena ndakan bahwa jika 679 

jenis NPS beredar di Indonesia maka para pengedar maupun 

penyalahguna narkoba tidak dapat tersentuh oleh hukum.  

 

2.  Teknologi Informasi  

 

 

Perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku 

kejahatan untuk memproduksi ataupun meng edarkan narkoba 

dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. UNODC 

mencatatkan bahwa walaupun jumlah transaksi narkoba yang 

dilakukan melalui internet masih kecil, tetapi jumlah transaksi setiap 

tahunnya diproyeksi meningkat sebesar 50% setiap tahunnya . 

Berdasarkan modus penyebaran narkoba, UNODC mengutarakan 

terdapat tiga jenis trend yang berkembang saat ini yaitu:  

a) Surface Web Market  yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui 

media sosial dan website   

b) Deep Web Market  yaitu peredaran narkoba dilakukan me lalui 

jaringan internet tersembunyi dan sangat sulit dilacak.  

c) Cryptomarket  yaitu transaksi menggunakan crypto -currency  

melalui internet. Tidak mudah dilacak dikarenakan identitas 

pelaku transaksi tersembunyi.  

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah tekno logi printing 3D. Di 

tahun 2024 diprediksikan sudah dapat menciptakan organ sintetis 

seperti liver untuk operasi transplantasi. Dengan teknologi ini 

narkoba berpotensi untuk dapat diproduksi kapan saja dimana saja 
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tanpa pengawasan. Selanjutnya, dengan perk embangan teknologi, 

dimungkinkan ke depannya akan muncul teknologi sejenis narkotika 

(digital drug ) yang dapat disalahgunakan.  

 

3.  Demografi dan Ekonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Bappenas menggambarkan 

kondisi umum Indonesia yang memuat tentang 1) pemerataan 

pembangunan sarana infrastruktur dan konektivitas; 2) 

pertumbuhan ekonomi, mnjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 

2034; dan 3) adanya dukungan bonus demografi angkatan kerja aktif 

hingga tahun 2045. Hal ini memiliki implikasi pad a: 

1.  Pemerataan pembangunan akan menyebabkan pemerataan 

mobilisasi arus barang dan orang di seluruh Indonesia.  

2.  Peningkatan daya beli masyarakat akan terjadi baik di perkotaan 

maupun pedesaan.  

Kedua hal ini akan memberikan peluang bagi penyebaran narkoba di 

seluruh wilayah Indonesia.  

 

4.  Sosial Budaya  
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Persepsi salah telah berkembang pada masyarakat dan media bahwa 

kejahatan narkoba tidak dianggap sebagai kejahatan yang 

menakutkan dan memalukan. Pemberitaan kejahatan narkoba 

melalui media tidak semenari k kasus terorisme atau korupsi, 

terutama korupsi yang melibatkan tokoh politik dan pejabat. 

Selanjutnya, penanganan kasus narkoba high profile (melibatkan 

artis atau tokoh masyarakat) tidak mendapatkan hukuman yang 

dianggap berat. Duta anti narkoba ditunju k dari artis mantan 

pecandu bahkan ada yang tertangkap kedua kalinya dikarenakan 

menggunakan kembali. Faktanya, kerugian negara yang diakibatkan 

oleh narkoba mencapai 72 Trilyun per tahun dan 50 orang meninggal 

per hari.  

 

5.  Hukum dan Politik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat  ini unit kerja BNN yang sudah terbentuk di wilayah 

Kabupaten/Kota sebanyak 173 unit, jumlah ini masih jauh dari ideal 

dari jumlah seluruh 530 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal tersebut 

menandakan bahwa hanya sekitar 33% dari total Kabupaten/Kota di 

seluruh  wilayah Indonesia. Menjadi penting bagi BNN untuk 

memastikan kehadiran unit kerja BNNK hingga mencakup seluruh 

Kabupaten/Kota hingga tahun 2025 yang disertai dengan 

pemenuhan standar minimal kebutuhan BNN dalam menjalankan 

tugas di Kabupaten/Kota.  

Untuk memperkuat sistem interdiksi diperlukan peningkatan 

koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dan 

mendorong eksekusi peredaran narkoba. Hal ini dapat dilakukan jika 

ada sharing resource  yang dilakukan antar lembaga K/L, sehingga 
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tidak memb erikan celah bagi sindikat narkoba dalam memanfaatkan 

informasi yang simetris diantara penegak hukum.  

 

6.  Pembangunan Infrastruktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya proses bisnis dalam pencegahan, penyidikan, assessment, 

dan rehabilitasi berjalan sesuai dengan prosedur, BNN p erlu 

membentuk unit kerja bidang pengawasan untuk memastikan proses 

bisnis tersebut berjalan sesuai prosedur yang ada. Hal ini juga 

digunakan untuk menekan kesalahan prosedur secara sengaja yang 

mungkin terjadi dari aparatur yang terlibat dalam sindikat ja ringan 

narkoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Internasional dan Geopolitik  

 

 

 

 

 

 

Sejak 
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tahun 2015, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan target 

jumlah kedatangan wisman dengan rata -rata pertumbuhan sebesar 

15% per tahun. Pada tahun 2019 ditarget kedatangan wisatawan 

man canegara mencapai 20 juta/tahun. Pada tahun 2045 

diproyeksikan Indonesia akan menerima kedatangan wisatawan 

mancanegara hingga 85 juta orang setiap tahunnya.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kedatangan orang asing dalam jumlah yang besar akan membawa 

keuntungan terhadap pereko nomian negara, sekaligus membawa 

resiko yang besar dari aspek sosial dan kemananan, termasuk di 

dalamnya perdagangan narkoba yang berpotensi semakin meningkat. 

Hal itu dapat terjadi dengan peran WNA sebagai pengedar yang 

mencoba memasok narkoba ke dalam ne geri, ataupun bisa juga 

sebagai konsumen, khususnya wisatawan mancanegara yang 

membutuhkan narkoba sebagai kebutuhan kesenangan.  

 

B.  Lingkungan Meso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Meso membahas tentang 

lingkungan dimana individu melalukan aktivitas keseharian dan 

potens inya dalam terkena penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor yang 

menjadi perhatian adalah lingkungan pendidikan, lingkungan 


